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Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dilindungi oleh UU N0. 23 Tahun
2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
perlindungan anak tetapi pelaku anak tindak pidana pencabulan dijatuhkan pidana
dengan ancaman dibawah minimum. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan permasalahan Apakah dasar pertimbangan hakim
menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimal terhadap pelaku anak yang
melakukan pencabulan dan apakah putusan nomor 17/Pid.Sus-Anak/2016/PT.TJK
dapat dibenarkan oleh hukum.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer
yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden penelitian
serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis kualitatif
pengolahan dan penyusunan data kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam menjatuhkan putusan
pidana kepada Pelaku Anak HAL dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2016/PT.TJK, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek
nonyuridis. Aspek yuridis terdiri dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum, keterangan
saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang bukti yang dihadirkan
dalam pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari
hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan
adalah sifat dari perbuatan itu sendiri yaitu pencabulan terhadap anak yang
berakibatkan hamilnya korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah
Pelaku Anak belum pernah dihukum dan Pelaku juga menyesali perbuatan yang
dia lakukan dan akan bertanggungjawab. Majelis Hakim juga menggunakan teori
kebijaksanaan dan restoratif justice, karena teori ini menekankan bahwa
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk
membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa yang terbilang masih
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muda agar kelak dapat menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi
keluarga dan masyarakat. Apabila dilihat dari pidana penjara yang dijatuhkan oleh
Majelis Hakim, maka pidana tersebut dirasa kurang efektif, karena tidak
menyelesaikan masalah.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya memberikan putusan pidana
bersyarat. Apabila hakim telah mempunyai keyakinan maka anak dapat diberikan
pidana bersyarat yaitu berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang
mempunyai syarat umum yaitu anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama
menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus adalah untuk melakukan
atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan
tetap memperhatikan kebebasan anak.
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